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TENTANG

MANAJEMEN RISIKO "ENGACAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI BUTON TIZNGAH,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian li-:ern FPemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah
wejib melakukar penilaian risiko;

bawa dalam rai"gka penzrapan sistem pengendalian intern yang
efektif dan efis en di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton
Tengah, maka perlu mengatur manajemen risiko Pengadaan
Berang/Jasa dalam bentLk Peraturan Bupati;

baawa berdasar<an pertinmbangan sebagaimana dimaksud pada
hu-uf a dan hur.f b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
pe nerintah kabi. caten buton tengah;

Urdang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggarazin Negare yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi
da1 Nepotisme (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
19239 Nomor 75, "ambahzin Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomcr 3851);

Urdang-Undan¢ Norror 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Ncmor 45, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Ncmor 4286),

Urdang-Undan: Nomoar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Ncmor 5, Tamr sahan Lesmbaran Negara Republik Indonesia
Ncmor 4355);

Urdang-Undan¢g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan darr Tangjung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republit: Indo1esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undan: Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elek ronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undan: Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undan: Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elekt-onik;

Undang-Undan; Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
In‘ormasi Publi< (Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Noemor 4846);

Undang-Undan; Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Urdang-Undan; Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kebupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Neg:ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172,
Tembahan Lemizaran Ne3jara Republik Indonesia Nomor 5562);
Urdang-Undan; Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dazerah (Lemb:ran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimena telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undar3-Uncang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keciia atas (Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemer ntahay Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Ncmor 5679);

. Urdang-Undan; Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Necara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tembahan Lemlaran Nejara Republik Indonesia Nomor 6018);
Peraturan Penerintzh  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Re:publik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Bi:-ang Milk Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 92);

Peraturan Pemerintah Ncmor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Uiusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Iemerinteh Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republi< Indcnesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Neg:ira Reputlik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian liitern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);



16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

26.

&t

Peraturan Pem=rintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Norror 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2018 Nomor 33%);

Peraturan Menteri Dalarr Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
ditibah beberag.a kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahur 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Perelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahu 2006 Nomor 694);

Peraturan Menteri Dalarr Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan |- -oduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang

Pembentukan Unit Keja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

Peraturan Lenbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pereicanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Bzrita Negara I~ epublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
Peraturan Len'baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Swakislola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2C18 Nomor 761);

Peraturan Len'baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pedoman Perlaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Meilalui
Penyedia (Berit:i Negeara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
7€2);

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Re:ublik Inconesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Kztalog Elektror k (Be ita Negara Republik indonesia Tahun 2018
Nomor 764),

Peraturan Len'baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Re . ublik Inconesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pen:adaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jase Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

Peraturan Lenbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Reoublik Inconesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Bar:ng/Jasa dalam Keadaan Darurat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Reoublik Inconesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang
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Unit Kerja Perrgadazn Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahur 201& Nomor 767);

Peraturan Leibaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Inclonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pelaku Pengscaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Inclonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan At:és Pe-aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa P:zmerintat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2018 tentang I“elaku P2ngadaan Barang/Jasa (Berita Negara
Republik Indone sia Tehun 2019 Nomor 1659);

Peraturan Lebaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Incdlonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Aven Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 769),

Peraturan  Leibaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Inclonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Sanksi Daftar F tam Penjadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republ I« Indonesia Tahun 2018 Nomor 770);

Peraturan  Lebaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Incdlonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Leyanan Penyelesaian  Sengketa Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Fa2merintan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Ncimor 771);

Peraturan Daeah Kabuoaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun
2016 tentang Fembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Butcn Tenjah,

Peraturan Bup:ti Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Orgenisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daeah Kabu >aten Buton Tengah.

MEMU USKAN :

PERATURAN BUFATI TENTANG MITIGASI RISIKO PENGADAAN
BARANG/JASA [)I LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON TENGAH.



BAE |
KETENTUAN UMUM

Becian Partama
Pengzrtian dar Istilah

Paszl 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dim«ksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tz2ngat.

2. Pemerintah Daerat adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemearintah Daera“.

3. Bupati adalah Bupat Buton Tengzin.

4. Sekretaris Dacrah adalah Sekretar s Daerray Kabupaten Buton Tengah.

5. Organisasi Pz=rangkat Daerah yang selenjutnya disingkat OPD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan uriisan pemerin:ahan yarg menjadi kewenangan daerah.

6. Pengadaan Baranc/Jasa Peme‘intah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatar untuk  memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/l embaja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuh:n sarr pai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Earang 'Jasa.

7. Bagian Pengeadaan 3arang Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang
berfungsi unuk melaksanakan tugas mnelaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan dacrah, pengkoordin:zsian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengedaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaar barang dan :sa.

8. Pakta Integrite:s adalah surat perny ataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan ko'usi, korupsi, dan nepotisme clalam Pengadaan Barang/Jasa.

9. Pengguna Arggaran yang selar utnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan pengginaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Da=rah yang dipimpinr a.

10.Kuasa Pengguna Anggaran yan¢ selanjuinya disebut KPA adalah Pejabat yang
diberi kuasa .ntuk melaksanakarn sebegian kewenangan penggunaan anggaran
dalam melaksanakan sebagian tuyas dan fungsi Perangkat Daerah.

11. Pejabat Pemtuat Kecmitmen yang «ecarz urnum disingkat PPK selanjutnya disingkat
PPK dalam peraturen Bupati ini zdalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PAKKPA
untuk mengambil keputusan darvalzu melakkan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran arggarar belanja negar:fanggaran belanja daerah, dan merupakan entitas
berbeda dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah.

12.Pejabat Pena ausahaan Keuange 1 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat PPK-OPD adalah pejabal yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada OPD dan merupakan entitas berbeda dari PPK.

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatz 11 yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat
pada unit kerja Perangkat Daerah yang ine aksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program cesuai dengan bidang t ugasnya.

14.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit
kerja di Kementrian/Lembaga/Pe ~ierintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan



Pengadaan Barang/.Jasa.

15.Unit Kerja Pengadaan Barang/Ja:a Katupaten Buton Tengah selanjutnya disebut
UKPBJ Buton Tenga«h adalah uni: kerja di <abupaten Buton Tengah yang menjadi
pusat keunggulan Pengadaan taranc/Jasa yang memiliki karakter strategis,
kolaboratif, berorieniasi pada kinerja, procktif, dan mampu melakukan perbaikan
berkelanjutan sehingga merupak: 1 pendo-ong bagi penciptaan nilai tambah dan
manfaat dalan kegictan pengada: 1 baraing/jasa di Kabupaten Buton Tengah.

16. Kelompok Kerja Pemrilihan selanjutinya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya
manusia yang diterapkan oleh oimpinarnt UKPBJ untuk mengelola pemilihan
Penyedia.

17.Pejabat Pengadaan adalah pejat.at admin strasi/pejabat fungsional/personel yang
bertugas melaksanakan Pengada:n Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-
purchasing.

18.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah
pejabat admnistrasi/pejabat furgsional/personel yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pe<erjaan Peng: daan Ba-ang/Jasa;

19. Panitia Pemer ksa Hasil Pekerjaan vang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi - asil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;

20.Pengelola Pengadaan Barang/Ja:a adzlah Pejabat fungsional yang diberi tugas,
tanggung jaweab, wewvenang, dan 1ak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksznakan pengadaan barangi/jasa;

21.Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah
daftar rencana pengadaan barangjasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementrian/Lembaga/ Perangkat “aeral;

22.Layanan Pengadaan Secara El:ktroni< adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi |elaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik;

23.Aparat Pengewas Intern Pemerintah vang selanjutnya disingkat APIP adalah
apparat yang melakukan pengaw:san melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah,;

24 Risiko adalah kemungkinan kejacian yanj mengancam pencapaian tujuan dan
sasaran instar si pemerintah.

25. Risiko Operas onal adalah risiko y:ing diakibatkan oleh kegagalan dari pelaksanaan
operasional pesdomen dan kegagalan dari pelaksanaan prosedur yang meliputi
proses, sistem, personel, atau kej:dian cksternal pada aktivitas proses bisnis atau
kesalahan dalam perigelolaan dar sistem imanajemen.

26.Risiko Finansial atau risiko keuangan aijalah risiko yang diakibatkan oleh kondisi
pasar berdaserkan pada proses |:argerakan negatif komponen- komponen pasar,
seperti nilai tukar mata uang terhadap rata uang asing, tingkat suku bunga, nilai
ekuitas pasar modal, dan nilai korr oditas

27.Risiko kepatuhan adalah risiko yarg diakibatkan oleh keterlambatan, pelanggaran,
atau ketidaksesuaien terhadap jperjaniarn, peraturan, dan perundangan yang
berlaku, baik sifatnyz berupa ekste rnal dan/atau internal.

28.Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi penetapan
tujuan, identifikasi, analisis, eva .iasi, osenanganan, monitoring dan reviu yang
dijalankan untuk mengelola risiko :'an poensinya.

29. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan,
sistematis, log's, dan terukur yang digunaken untuk mengelola risiko di instansi.



30. Profil risiko adalah penjelasan teniang tota! paparan risiko yang dinyatakan dengan
tingkat risiko dan trennya.

31. Profil risiko dilakukan pada tahap pengenaian risiko dan tahapan tindak lanjut risiko
sesuai dengan selera risiko.

32. Selerarisiko (risk ap petite) adalat :ingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam
upayanya mewujudkan tujuan da‘| sasa-an yang dikehendakinya.

33.Proses profil risiko pada tahap :sesmz2n risiko menghasilkan tingkat risiko pada
risiko awal (irheren: risk).

34. Proses profil risiko pada tahap tindak lanjct risiko menghasilkan tingkat risiko pada
risiko tersisa residual risk)

35. Retensi risikc adala keputusan untuk merierima dan menyerap suatu risiko.

36.Risiko residual atau risiko sis: adaah risiko yang tersisa setelah tindakan
pengendalian risikc dilaksanakarn, pengeidalian risiko sisa dilaksanakan hingga
mencapai tingkat risiko yang daoat diterirna berdasarkan selera risiko yang telah
ditetapkan.

37.Risiko turunan adalah risiko yang ‘iakibatkan oleh kegagalan dan/atau tidak adanya
pengendalian risiko secara internzil.

I: agian Kedua
Ma <sud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini ad alah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau
pegawai pada Pemsrintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan
struktur, fungsi menajemen risi<0, sistem dan prosedur yang terkait dengan
penerapan manajern en risiko dale n lingkup Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Tujuan disusunnya Feraturan Bupzati ini edalah :

a. secara terirtegrasi dalam aktifit:is orgzinisasi dapat mengantisipasi dan menangani
segala bentuk risiko dalam lingt.up Pengadaan Barang dan Jasa secara efektif dan
efisien;

b. Secara terstruktur dan komy:-ehensif dapat mengidentifikasi, menganalisis,
mengevaluasi, den mengendalikan risiko dalam lingkup Pengadaan Barang dan
Jasa serta memantau aktivitas jengendalian risiko.

c. Memastikan terdzpatnya kerar cka pi«ir pedoman pengelolaan risiko yang dapat
dikostumisasi secuai kebutuhe 1 secara proporsional pada pengadaan barang /
jasa Pemerintah Kabupaten I:uton Tengah, sehingga dapat dilaksanakannya
pengelolaan risikdo yang spesi‘ik, terukur, dapat dicapai, realistis, relevan, dan
memiliki ukuran waktu yang =2las yang terkait dengan pencapaian sasaran
organisasi.

d. Agar dapat menghasilkan fpraktek pengelolaan risiko yang terkelola dan
terdokumentasiken dan menjacd sarana remahaman masalah secara inklusif oleh
pihak-pihak terkat yang memi < keragaman pengetahuan, sudut pandang, dan
persepsi yeng relevan untuk di: ertimbangkan.

e. bertujuan untuk memastikan terciptanya dokumen kebijakan pengelolaan risiko
yang dibuat secara berkala dar- terdokumentasi, sehingga secara akuntabel risiko
dapat dikelola den diketahui s2jauh mana capaian perkembangan yang telah
terlaksana untuk menyikapi r:iko baru yang muncul, berubah, hilang seiring
dengan perubahan kontekstual intsrral dan eksternal terhadap organisasi



pengadaan barang/jasa pemeri-tah.

f. pengelolaar risikdo terdokumentasi yang dilaksanakan berpedoman dengan
Peraturan Bupati ni dimaksudk:n untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan,
termasuk didalamnya mengantisipasi, nendeteksi, menyadari dan merespon pada
perubahan dinamis secara tepat dan eku-at.

g. memastikar terdokumentasikani ya dan mendorong kewajiban untuk menyediakan
informasi terkait risiko pengadz.an barany / jasa dan proses-proses terkait, baik
berupa informasi di masa lal., informasi pada permasalahan yang sedang
dihadapi, hingga <emungkinan <ejadian di masa mendatang guna memberikan
dukungan informasi yang relevan k2pada pemangku kepentingan untuk
menghadap: keterbatasan dan ketidekpastian dalam proses pengambilan
keputusan.

h. menetapkarn pedoman perilaku dan budaya dalam aspek pengelolaan risiko secara
normatif untuk keseluruhan lini &3pek pergelola risiko pada organisasi pengadaan
barang/jasa pemerintah.

i. memastikar kelangsungan pe:ngeloaan risiko yang mendukung perbaikan
berkelanjutan melalui pembelaj: -an dain pengalaman.

Bagian Ketiga
Prinsip Penerapan Mlanajemen Risiko

Pasal =

Penerapan manajemen risiko dilakuke 1 dengar memperhatikan prinsip :

a. ketaatan dan terintegrasi dengan paraturan oerundang-undangan;

b. melaksanakan pendekatan terstrukiur dan komprehensif yang berkontribusi terhadap
hasil capaian yang konsisten cdan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu
(berorientasi jengka panjang);

penyesuaian s=cara <ontekstual d: n proporsional terhadap sasaran;
mempertimbar.gkan masukan infornasi secara inklusif;

dinamis;

memastikan keterseciaan informas;

memperhatikan perilaku dan buday a sumber daya manusia pada tiap tingkatan;
peningkatan dan perbaikan berke anjuten melalui pembelajaran dan pengalaman;
dan

i. mempertimbargkan aspek manfaz' dan biayva.

T@ ™0 Qo0

Bayian Keempat
Penyeleng:; ara Manajemen Risiko

Pasal 4

(1) Setiap OPD wajib menyelenggarakan marajemen risiko, khususnya terkait pada
proses pengadaan barang/jasa da" pelaksanaan kegiatan.

(2) Manajemen ris ko sebagaimana diniaksud pada ayat (1) meliputi tingkat OPD, tingkat
kegiatan, dan pada p-oses Pengaclaan Barang/Jasa Pemerintah.

(3) Penyelenggara manzjemen risiko |-ada tiagkat OPD dikoordinasikan oleh PA.

(4) Penyelenggare manajemen risiko padz tingkat proses Pengadaan Barang/Jasa



dilaksanakan oleh para pelaku pengadaan barang / jasa, meliputi :

a. Penyelenggara manajemen r1siko paija tingkat Perencanaan Pengadaan
barang/jasa dilaksanakan oleh I’A dar/atau KPA dan dapat dibantu oleh PPK;

b. Penyelenggara manajemen risiko pades tingkat Persiapan dilaksanakan oleh
PA/KPA, PPK, Agan Pengadazar, Pejabet Pengadaan, dan/atau Kelompok Kerja
Pemilihan pada Unit Kerja Peng:daan Barang / Jasa pada masing-masing lingkup
tugas, fungsi, dan kewenanganr ya;

c. Penyelenggara manajemen ris o pada tingkat Pelaksanaan dilaksanakan oleh
PA/KPA, PPK, Agan Pengadaa“, Pejaba: Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan
pada Unit Kerja Pengadaan Barang/uasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan pada masing-masing ingkup tuigas, fungsi, dan kewenangannya;

(5) Penyelenggara manzjemen risiko pada t ngkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PFTK), Penyel:nggara Swakelola, dan/atau Tim Teknis yang

dibentuk.

Bagian Kel ma
Penyelenggara Manajemen Risiko Pencadaan Barang dan Jasa Daerah

Pasel 5

(1) Setiap Pejabat dalam organisasi pengacaan wajib menyelenggarakan manajemen
risiko pengadaan barang jasa peme:rintah.

(2) Manajemen ris ko pengadaan barar g jasa pamerintah ayat (1) meliputi tingkat OPD,
Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pe:ngadaar Barang/Jasa (UKPBJ), PPHP, PjPHP,
LPSE dan lainnya yang terlibat paca masinj-masing tingkat kegiatan pelaksanaan
kegiatan pengedaan barang dan jasa pemerintah.

(3) Penyelenggara mana emen risiko pada lingkup Pengadaan Barang dan Jasa adalah
masing-masing pihak pimpinan :elaku rada tingkatannya sebagai Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Ancdaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Pengadaan/kelompok kerja Pemilihan, dan LPSE.

(4) Penyelenggara mana emen risiko pada tingkat OPD dikoordinasikan oleh PA.

(5) Penyelenggara mana emen risiko dalam OPD pada tingkat paket pekerjaan
Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pejebat Pembuat Komitmen (PPK).

BAE: Il
STRATEGI PENEIFAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

Berdasarkan karakteristit, tugas, fungs setiap CPD lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan
manajemen risiko meliputi :

a. melakukan perilaian risiko dan perijendalian risiko yang mempunyai dampak negatif
yang signifikan terhadap pencapai: 1 tujuan dan sasaran lingkup Pengadaan Barang
dan Jasa yang telah citetapkan;

b. menyiapkan sarana dan prasarana ,ang mel puti sumber daya manusia, infrastruktur,
dan standar operasional prosedur lingkup Pengadaan Barang dan Jasa;

¢. mengintegrasikan manajemen risiko linckup Pengadaan Barang dan Jasa dalam



perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjewaban program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan serte sasaran yan¢ telah difetapkan; dan

d. melakukan pemantauan secara terus mnenerus untuk perbaikan pada saat
pelaksanaan, pertangjungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya pada
lingkup Pengacdaan Barang dan Jasa.

Paszl 7

(1) Penilaian risiko dan pangendalian  siko s2bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a, meliputi :
a. upaya perilaian dan mengedalikan risiko pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang membawa kcnsekuersi negatif terhadap pencapaian tujuan
OPD dan sasarar kegiatan; da
b. kepastian bahwe seluruh risiko te ah teridentifikasi dan terdapat program
pengendalian yarg terencana dan terulkur untuk menjaga agar risiko tersebut
berada paca tingh at toleransi risiko yzing telah ditetapkan.
(2) Berdasarkan rasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
penanganan risiko pengadaan bar:ng den jasa pemerintah.

Pasal 8

(1) Kriteria risiko pengadaan barang :an jasa pemerintah yang diretensi sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :

a. memiliki tingkat kcnsekuensi pal ng tinggi atau tidak melebihi pada level yang telah
ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko pengadaan
barang dan jasa CPD yang telal" ditetapkan;

b. terdapat perlindungan hukum yang memedai mencakup regulasi dan/atau kontrak;
dan

c. OPD dapat memestikan dengar- tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi
kegagalan pengadaan barang :lan jasa tada pegawai, proses, dan sistem yang
ada.

(2) Kriteria risiko pengadaan barang clan jasa yang ditransfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :

a. risiko residual yarg tidak dapat ‘iterima sesuai dengan toleransi dari risiko OPD ;
dan

b. OPD tidak memil ki sumber dzva yarig memadai untuk membiayai konsekuensi
risiko pengadaan barang dan jasa yarg cliperkirakan.

Pasal ¢

(1) Dalam rangka strategi penerapari manzjemen risiko pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huuf b, setiap Kepala OPD di lingkungan
Pemerintah Dzaerah Buton Tengah harus menyiapkan kompetensi instansi.

(2) Penyiapan kcmpetensi instansi sebagairiana dimaksud pada ayat (1) harus
mendasarkan pada ¢ (tiga) elemen meliput :

a. sumber dava marusia;
b. infrastruktur; dan
c. standar operasional prosedur.



Pasa 10

Strategi pengintegrasian proses mane 2men risiko ke dalam proses kerja sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 6 huruf ¢ menj:di baciari yang tidak terpisahkan dari operasional
dan proses pengambilan keputusan.

BAE 1|
PROSES “IANAJEIMEN RISIKO

Pasal 11

(1) Dalam rangka penerzpan manajemean risi<o yang efektif dan efisien, dilakukan proses
manajemen ris'ko secara terus menarus, sisiematis, logis, dan terukur terutama pada
program dan kegiatan.

(2) Program dan kegiaten sebagaime 1a dimaksud pada ayat (1) adalah program dan
kegiatan yang mendukung pencap«ian indikator kinerja utama.

Paszl 12

Dalam penerapan mana emen risiko ¢l lakukan dengan proses yang meliputi :
penetapan tujuan;

identifikasi ris ko;

analisis risiko;

evaluasi risiko;

penanganan risiko; dan

pemantauan dan reviu.

T Q00T

Pasal 13

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud Jalam Pasal 12 huruf a, diperlukan untuk
menjabarkan -ujuan OPD dan sas:ran kegiatan.

(2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan :
a. lingkungan internal dan eksterral;
b. tugas dan fungsi OPD; dan
c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 14

Identifikasi risiko sebacaimana dimei<sud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan
mengidentifikasi -isiko OPD dan risiko ling<up Pengadaan Barang dan Jasa dengan
tahapan meliputi

a. mengidentifikasi kegiatan, penyelab, can proses terjadinya peristiwa risiko yang
dapat menghalangi menurunka-, atau menunda tercapainya tujuan OPD dan
sasaran kegiatan; dan

b. mendokumentasikan proses ideniifikasi isi<o dalam sebuah daftar risiko.



fasal 15

(1) Analisis risiko sebacaimana dimaksud calam Pasal 12 huruf ¢, dilakukan dengan
menilai risiko dari sis' tingkat risikc

(2) Tingkat risiko sebzgaimana dimaksud rada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kemungkinan “erjadinya risiko dan {ingkat dampaknya.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risik: sebaga mana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan :

a. menetapken jenis analisis risir0 sesua tujuan, ketersediaan data, dan tingkat
kedalamar analicis risiko yang dilaku<an;

b. melakukan analisis risiko terhacap sLmber risiko;

c. mengkaji kekuaten dan kelemal an dari sistem dan mekanisme pengendalian baik
proses, pe-alatar, dan praktik yang aia;

d. melakukan analicis ternadap tesarnya kemungkinan terjadinya
(likelihood, suatu risiko dan dampaknya

e. melakukar analicis terhadap tingkat suetu risiko;

f. melakukar analicis terhadap pi ofil risikc atau peta risiko; dan

g. melakukar analisis terhadap :ingka: risiko gabungan (komposit) untuk setiap
kategori risiko.

(4) Jenis analisis risiko sebagaiman: dimzksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa
analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan
dampak.

(5) Analisis terhadap ke nungkinan terjadiny a risiko dan dampak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3 huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah
ditetapkan uniuk setiap kategori ¢ 2ngan perameter yang telah ditetapkan.

(6) Analisis terhadap tir gkat risiko set:agaimaria dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur
dengan menggunakan dua dimer i, meliptti:

a. kemungkinan terjadinya risiko yang clinvatakan dalam frekuensi; dan
b. tingkat dampak.

(7) Kemungkinar terjacinya risiko sel>agaimaria dimaksud pada ayat (6) huruf a terbagi
atas kategori dan m2miliki nilai sebagai berikut :

a. hampir ticak pernah terjadi (u-/ikely) dengan nilai sebesar 1 (satu) untuk kejadian
dengan frekuensi hingga dua kali dzlarn setahun;

b. jarang terjadi (possible) dengan niai sebesar 2 (dua) untuk kejadian dengan
frekuensi antare tiga hingga ¢nam kali dalam setahun;

c. sering terjadi (/ikely) dengsin nilai s2besar 3 (tiga) untuk kejadian dengan
frekuensi antare tujuh hingga lima beles kali dalam stahun;

d. Hampir pasti terjadi (almos: certain) dengan nilai sebesar 4 (empat) untuk
kejadian dengan frekuensi ar ara lima selas kali dalam setahun;

(8) Dampak terjadinya risiko sebagaimana diriaksud pada ayat (6) huruf b terbagi atas
kategori dan memiliki nilai sebag:i berikut :

a. tidak signifikan dengan nilai ssbesar 1 (satu);
b. rendah dengan nilai sebesar : (dua),
Cc. sedang cengar nilai sebesar 3 (tige);
d. tinggi dengan nilai sebesar 4 (empezt);
e. sangat berisiko dengan nilai sebesar £ (lima);

(9) Tingkat risiko sebajaimana dim:ksud pada ayat (6) dirumuskan dengan perkalian
antara nilai kamunckinan terjadinva risi<c sebagaimana disebutkan pada ayat (7):

(10)Tingkat risikc sebagaimana dimat.sud pade ayat (6) ditandai warna, sebagai berikut :

a. Risiko rendah dengan warn: putih dengan nilai Tingkat Risiko antara 0 (nol)



hingga kureng dari 2 (dua);

b. risiko rendanh dengan warna hije .1 dencan nilai Tingkat Risiko antara 2 (nol) hingga
kurang dari 7 (tujLh);

c. risiko sedang denjan warna kuning Tingkat Risiko antara 7 (tujuh) hingga kurang
dari 15 (lima belas); dan

d. risiko sangat tingci dengan war-ia merah Tingkat Risiko diatas 15 (lima belas).

Pasal 16

(1) Analisis risiko sebacaimana dim:«sud dalam Pasal 15 ayat (1) menghasilkan
keluaran (output) dalem bentuk hasil anal sis risiko.
(2) Hasil analisis risiko sebagaimana cimaksud >ada ayat (1) berisi:
a. identifikasi ekar permasalahan;
b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, etau peta risiko; dan
c. masukan bagi pejabat penga~bil keputusan untuk memilih berbagai pilihan
penanganan risiko yang ada :esuai b>bot biaya dan manfaat, peluang dan
ancaman.

Pasal 17

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dim:<sud da am Pasal 12 huruf d, dilakukan untuk
pengambilan ksputusan mengenai Jerlu idaknya dilakukan penanganan risiko lebih
lanjut serta pricritas penangananny a.

(2) Tahap pelaksenaan 2valuasi risik: sebegaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan :

a. menetapka hal yang menjadi |- artimbangan dalam melakukan evaluasi risiko,
risiko ini dikenali sebagai risiko awal atau disebut juga sebagai inherent risk; dan

b. risiko awal atau inherent risk aclalah risik> awal atau risiko bawaan sebelum
diterapkan tindak lanjut / evaluasi risiko.

c. melakukan evaluesi risiko secara berkalzi.

(3) Pertimbangan dalam melakukan e.aluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi :

a. risiko yang perlu mendapatkan senanganan;
b. prioritas penanganan risiko; da "
c. besarnya dampak penanganan risiko.

Paszl 18

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk ha«il eva uasi risiko.

(2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana :limaksucl pada ayat (1) berisi urutan prioritas
risiko dan daftar risik ) yang akan ditangani

Pasal 19

(1) Penanganan risiko sebagaimana cimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan dengan
mengidentifikasi berbagai pilihan ;2nancanan risiko yang tersedia dan memutuskan
pilihan penang¢anan risiko.

(2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilakukan dengan menentukan jer s pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil
penilaian risiko.

(3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan
akar permasalehan dan bukan hanya gejaila oermasalahan.

(4) Tindakan penanganan risiko dalam penyelesaian permasalahan disesuaikan dengan
lingkup kerja dan peran dalam pengedaan barang dan jasa sesuai dengan
kewenangan yang diterikan dan telah dia:ur dalam peraturan dan perundangan yang
berlaku.

(5) Tindakan penanganan risiko utama dan/etau tindakan penanganan risiko tambahan
mempertimbangkan zdanya kemungkinan risiko tersisa/residual risk.

(6) Tindakan Perangaran risiko y:ng dapat dilaksanakan secara garis besar
sebagaimana cisebutkan dalam peisal 7 aiyat (2) adalah tindakan pengendalian yang
memiliki kategori pengendalian secara garis besar terkategorikan sebagai berikut :

a.

Menghindari (avcid) merupak:n tindakan pengendalian risiko dengan tidak
melakukan suatu aktivitas atau memilih zktivitas lain dengan keluaran yang sama
untuk menghindar terjadinya ris ko.

Pengendalian (control) atau Mitigasi (/nit.gate) merupakan tindakan pengendalian
risiko dengan mergurangi dam:ak me upun kemungkinan terjadinya risiko melalui
penerapan suatu sistem kerja, <2bijakan dan/atau peraturan.

Pengalihan (trarsfer) merupakan tindakan pengendalian risiko dengan
mengalihkan seluruh atau sebsgian tanggung- jawab pelaksanaan proses diluar
dari pemilik risiko asal (pihak ke‘iga).

Diterima (¢ccept merupakan risiko yang dapat diterima / diputuskan untuk
diretensi sehingga tidak ada tincakan yaig dilakukan karena manajemen menilai
bahwa hal tersebut tidak merimbulkan masalah dikarenakan tidak melampaui
selera risiko yang telah ditetapkan.

Pasel 22

(1) Pemantauan dan revu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dimaksudkan
untuk memastixan bahwa manajermen risikc telah dilaksanakan sesuai rencana.

(2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a.

pengendalian rutin pelaksanaz 1 penancanan risiko pengadaan barang dan jasa
dengan cara membandingkan antara kinerja aktual pengadaan barang dan jasa
dengan kinzarja pengadaan bar:ng dan jasa yang diharapkan;

pemantauen efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko
berdasarken lapcran pelaksariaan tehap sebelumnya guna memastikan bahwa
prioritas penanganan risiko ma:.ih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan
kerja,;

hasil pengendalian rutin pelazksanaar penanganan risiko dan pemantauan
efektifitas memberikan kondisi sesudah pengendalian, dan sebagai hasil
pelaksanaan pengendalian ak: 1 muricul tingkat risiko setelah pengendalian atau
disebut risiko tercisa / residual isk.

Pemantauan dar reviu yang nienghasi kan tindakan pengendalian risiko dalam
lingkup peigadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan dengan mengacu
kepada peraturan-perundangar yang berlaku.

pemantauan dan reviu dilakuk: n dan dilaporkan secara berkala.



Pasal 21

Pemantauan dan reviu s2bagaimana :limaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan
keluaran (output) calam bentuk lapora- hasil monitoring dan reviu.

BAB Il
EVALUAS! DAN PELAPORAN

Pasa 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan meanajemen risiko pengadaan barang dan
jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukzn evaluasi oleh Inspektorat Daerah dan
Bagian Pengadasn Barang dan Jasu secara berkala atau apabila diperlukan yang
mencakup evaluasi atas implementasi manajer en risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

(1) Setiap OPD we jib membuat laporarr penerapan manajemen risiko lingkup Pengadaan
Barang dan Jasa.
(2) Laporan penerapan manajemen risiko lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri atas :
a. laporan identifikasi risiko dan analisis risi<o lingkup Pengadaan Barang dan Jasa;
dan
b. laporan reacana penanganar dan rencana pemantauan penanganan risiko
lingkup Perigadazn Barang dan Jasa.

Pasel 24

Laporan penerapan marajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
disampaikan kepada Bagian Penga:laan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan
Inspektur Pemerirntah Daerah;

Pasal 25

(1) Laporan Penerapan manajemen 1'siko Jengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam pesal 24 sekurang-kurangnya berisikan bagian-bagian sebagai
berikut :

Periode wektu laporan

Latar Belakang

Tujuan

Definisi

Ruang Lingkup

Prinsip Dasar Da1 Penetapan Gelera Risiko

Identifikasi Risikc

Perencanaan Pengelolaan Risi<o

Implementasi Pengelolaan Risi<o

Perbaikan Berke!anjutan

Pihak terkeit pemegang risiko :lan upaya komunikasi dan konsultasi

Resume Tabel lcentifikasi Risito

~AT T S@ 000D



(2) Perbaikan berkelanjutan dilaksanakan dengan monitoring pengendalian risiko secara
berkala yang dilaksanakan berdas:irkan per<embangan (progress) status.

(3) Resume tabel identi‘ikasi risiko s:bagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1)
huruf k adalah mengecu pada keja: ian yeng telah dinarasikan pada huruf a, b, ¢, d, e,
f, g, h, I, j, dan k yang selanjutny: dituangkan dalam Format dan Tabel Identifikasi
Risiko

BAE Vi
KETENTULAN DAMN PENUTUP

Pasal 26

Deskripsi analisis terhacap tingkat risi<o (profil risiko), Visualisasi matrik tingkat dampak
dan kemungkinan terjadinya risiko, :erta Format dan Tabel Identifikasi Dan Analisis
Risiko untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan OPD sebagaimana tercantum
sebagai lampiran dan marupakan bagjian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mu ai berlaku pa:a tanggel diundangkan.

Agar setiap orang mencetahuinya, mamerintat kan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempaztanny« dalam Beritat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

st

o T Ditetapkan di Labungkari
‘};}RDVZ;“E St ' pada tanggal

e ¥

BUPATI BUTON TENGAH,

i y gl

Diundangkan di | abun¢kari
pada tanggal
S DAERA{ KABUPATE \ BUTON TENGAH,

e

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KAEUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG : MANAJEMEN RISIKO PENC/DAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

I.  DESKRIPSI ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

NILAI PROBABILITAS/KEMUNGKINA NILAI DESKRIPSI
(LIKELIHOOD) - o
Hampir Pasti Terjadi (Almost Certa ") 4 (empat) Terjadi lebih dari 15 kali
dalam setahun
Sering Terjadi (Likel/) 3 (tiga) Terjadi hingga 15 kali
o dalam setahun
Jarang Terjadi (Possible) 2 (dua) Terjadi hingga 6 kali
) dalam setahun
Hampir Tidak Pernan Terjadi (Unlikely) 1 (satu) Terjadi hingga 2 kali
| dalam setahun

NILAI TINGKAT
DAMPAK (LEVVEL | SKALA
DAMPAK)

REPUTAS

OPERASIONAL

KINERJA

Sangat Berdarrpak | £ (lima)

Kemunluran/hiingriya

Menimbulkan

Menimbutkan

pelaku operasional
organisasi pengadaan
barang/jasa

(Extreme Impact)/ keperc.:yaan pemengku kegagalan 75% penundaan
Sangat Berat kepent ngan proses operasional aktivitas (proses
(staketolders) :erhadap organisasi atau tidak dapat
organ ¢asi terkait secara berdampak pada dijalankan lebih
total seluruh organisasi dari 2 (dua)
pengadaan bulan)
B o barang/jasa
Dampak Tingg <4 (empat) | Pemberitaan negatif yang | Menimbulkan Menimbulkan
(High Impact)/Berat menu-.inkan kepercayaan | gangguan antara 50- penundaan
pemar jku kerentingan 75% proses aktivitas (proses
(stake: "olders) terhiadap operasional organisasi | tidak dapat
orgarisasi atau berdampak dijalankan
terbatas pada dua maksimum

selama 2 (dua)
bulan)

Dampak Sedang 3 (tiga)

Pemb=ritaan neg:ttif yang

Menimbulkan

Menimbulkan

tert .:dap orc anisasi

(Medium Impect) dapat nmempe 1ga uhi gangguan antara 25- penundaan
kiner : atau kebijakan 50% proses aktivitas (proses
organisasi terkait operasional organisasi | tidak dapat

atau berdampak dijalankan
terbatas pada satu maksimum
pelaku operasional selama 2 (dua)
organisasi pengadaan | minggu)

| ) - barang/jasa

Dampak Rendiah | 2 (dua) Terd:pat pemberitaan Menimbulkan Menimbulkan

(Low yan¢: negatif vvan sedikit gangguan antara 10- penundaan

Impact)/Ringan menioengaruhi k nerja 25% proses aktivitas (proses
atau -ebijakan organisasi | operasional organisasi | tidak dapat
terkiait atau berdampak dijalankan

terbatas pada satu maksimum
pelaku operasional selama 5 (lima)
organisasi pengadaan | hari)

) - barang/jasa

Tidak Signifikan 1 (satu) Terdapat pernberitaan Menimbulkan Menimbulkan

(Insignificant neg:if namun tidak dapat | gangguan kecil pada penundaan
merroengaruhi kinerja fungsi sistem terhadap | aktivitas (proses
atau xebijakan crganisasi proses kerja namun tidak dapat
yan( mengac<ibztkan tidak signifikan dijalankan
pertrunan kepercayaan maksimum

selama 2 (dua)
hari)




STATUS RIS KO

KETERANGAN

Sangat Tinggi (Extreine Risk)

Jika nilai probabilitas dikalikan nilai dampak
lebit be:sar/sama dengan 15;
Risiko tidak dapat diterima dengan mitigasi

prioritas tinggi

Risiko Tinggi (High Fisk)

L1

Jika nilai probabilitas dikalikan nilai dampak
antera 7 sampai dengan 14.99;

Risiko fidak dapat diterima dengan mitigasi
prio itas menengah

Risiko Sedana (Med um Risk)

Jika nilai probabilitas dikalikan nilai dampak
antara diatas angka 2 atau setara dengan 2.01
sampa dengan 6.99;

Risiko dapat diterima dengan pemantauan

Risiko Rendah (Low Risk)

Jike nilai probabilitas dikalikan nilai dampak
lebin kzcil/sama dengan 2;
Ris/ko dapat diterima tanpa perlu pemantauan

Il. VISUALISASI MATR'KS DAMPAK [JAN KEEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

MATRIKS ANAL'SIS

DAMPAK

RISIKO 4 X £

T

2 3 4 5

Hampir Pasti

4 | Terjadi (Almost

Certain)
Sering

3 Terjadi

(Likely)
Jareng

2 Terjadi

(Poscible)

KEMUNGKINAN

Tid:zk

Signi‘ikan | Rexdah | Sedang

Darnpak | Dampak | Dampak Sangat

8

~ampir Tidak
1 | Pernah Terjadi
(Unlikely)

INTERPRETASI HASIL PERKALIAN KENMIUMGKINAN DAN DAMPAK (STATUS RISIKO)

DESKR PSI
STATUS RISIKO
Risikc Sangzt Tinggi
Risikc Tingg
Risikc Sedarg
Risikc Rend:h

BIWIN|—=

'NARNA ! LENEL

1RAH

Kti NING

LEVEL DIMULAI DARI
STATUS RISIKO

5

=S INWib

1
7
3
1




TINDAKAN PENGENDALIAN ATAS 5TATL S RISIKO

MILAI RISIKO | :
NO S AGAR [INDAKAN YANG DIPERLUKAN

‘Diperlukzn suatu tindakan perbaikan yang terukur.
Sistem yang telah ada tetap dilanjutkan, namun
rencana 'indakan perbaikan perlu ditetapkan

" Dibutuhkan tindakan perbaikan dan rencana
Risiko "inggi pengembangan selanjutnya perlu dievaluasi secara
berkaa

Perlu diznalisis apakah masih perlu dilakukan
tindakan perbaikan atau organisasi melakukan
penerimaan/retensi terhadap risiko yang terjadi

Perlu dic nalisis apakah masih perlu dilakukan
4 | Risiko Renda!i tindakan perbaikan, namun kemungkinan besar
| orgariszsi akan melakukan penerimaan/retensi
~terhadap risiko yang terjadi




Ill. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MR-01)
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO ASESMEN RISIKO PEMILIK
URAIAN RISIKO FAKTOR iSIKO AWALINHERENT RISK ] RENCANA RENCANA AREA TARGET PROGRESS RISIKO
PROSES TERIDENTIFIKAS! PENYEBAB NILAT NILAI NILAI DESKRIPSI PENGENDALIAN PENGENDALIAN NiA NILAI NILAI DESKRIPSI PENGENDALIAN WAKTU
ANCAMAN KEMUNGKINAN DAMPAK STATUS STATUS RISIKO UTAMA RISIKO TAMBAHAN KEMUNGKINAN DAMPAK STATUS STATUS TERKAIT
RISIKO RISIKO (JIKA ADA) RISIKG RISIKO
] 2 3 4 5 [ 7 [ 9 10 il 12 13 4 15 8 17 18 0
1
2
Dst
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Nama
NiP
Tembusan :

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah di Labungkari
3. Inspektur Kabupaten Buton Tengah di Labungkari

Keterangan Format MR-01 :
T.o::cE ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

Kolom : u

Diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis .Ero proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
g tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi ruang lingkup kerja kepala bagi pengadaan barang dan jasa
kup kerja rmuo_n bagian pengadaan barang dan jasa

12 Honnts Rmmian annnadnan harann dan iaea

r Kolom (6) ;m.in: tini

1 Hampir tidak pernah terjadi (nla=1) Tidak signifikan (nilai=

2 Jarang terjadi (nilai=2) Dampak rendah (nila=2)

3. Sering terjadi (nitai=3) Dampak sedang (nita=3)

4 Hampir pasti terjadi (nilai=4) Dampak tinggi (nilai=4)

Sangat berdampak (nilai=5)

Kolom (8) ?m: nmmxsz_ uﬁ:ﬁ resiko umom IATIPHAN | Daghar | yaiu . 1oinu s iy
Kolom (9) Berisi rencana vo:uoim_n: risiko utama Kotom (10) BOrIS! (BNCANE WMTIDANAI PEIYET M@ |1 e )
Kolom (11) Ciisi dengan nilai nungkinan (likel risiko tersisa setelah dilaksanakannya rencana pengendalian risiko dengar skala berikut

1 Hampir tidak pernah terjadi (ntai=1)

2 Jarang ilai=2)

3 Sering terjadi {nitai=3)

4. Hampir pasti terjadi (nilai=4)
Kolom (12) Diisi dengan nilai dempak risiko tersisa setelah kannya rencana peng risko dengan skala sebagai berikut

1 Tidak signifikan (nitai=1)

2 Dampak rendah (nilai=2)

3 Dampak sedang (nitai=3)

4 Om:ﬁmr tinggi (nilai=4)
Kolom (13) 3mm= vm}m_.mn kolom (11) x kolom (12) yang selan Grupakan niai status fisiko tersisa

esknipsi status resiko pada lampiran | Bagian | yaitu : risiko sangat tinggi tinggifrisiko g/risiko rendah Koiom (15) Berisi pertakuan atas (encana tndak lanjut nsiko
area per o y perubahan periaki atas rencana tindak lanjut risiko Kolom (17) Berisi target waktu terkait pengisian kolom (15} dan kolom (16)

persentase capaian terkait pengisian kolom (16), kolom (16), dan kofom (17) Kolom (19) Berisi penjelasan siapa saja para pemilik fisiko
INA PIOSAs assesmen ¢ oses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen mem v.omwm wmmo!so: :m*o dapat menggunakan table pada kolom 3 hingga kolom (B) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses p
secara terpisan maka K2moai Ketjailya uapa. uison: QK orpieals geng. n kadefikas nomor resiko yang berefat unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak rigiko pada isian kolom (1)

it risiko yang di




V. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (MR-03)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

NO ASESMEN RISIKO Y LT RISIKO PEMILIK
URAIAN RISIKO FAKTOR RISIKO AWALINHERENT RISK RENCANA RENCANA ARESID g PERLAKUAN AREA TARGET | PROGRESS RISIKO
PROSES TERIDENTIFIKAS} PENYEBAB NILAT NILAI NILAI DESKRIPSI Tl IAN WAL NILAI NILAl | DESKRIPSI | PENGENDALIAN WAKTU
ANCAMAN KEMUNGKINAN DAMPAK STATUS STATUS RISIKO UTAMA RISIKC TAMBAHAN KEMUNGKINAN |  DAMPAK STATUS STATUS TERKAIT
RISIKO RISIKO (JI5A ADAY RISIKO
i Z 3 1 g ] 7 [) ] 10 71 1z ﬁ 4 75 8 37 78 18
1.
2.
Dst
Dibuat Oleh,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
Nama Nama
NIP NIP
Mengetahui:
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
Nama
NIP.
Tembusan
1. Bupati Buton Tengah di Labungkari
2 Sekretaris Daerah Kabupaten Buton 1engah ai Labungkan
3. Inspektur Kabupaten Buton Tengah di Labungkari
Keterangan Format MR-03 :

_.o:.:c__ﬂ ni .Q_mCmCD _omom saat perencanaail perigai gy ai dai i diaplrnarn pada awai wanui ai 1YY G TGS GG (W ILGT e ot igionan s »SLOgas Cohiiul .

Kolom (1) dengan nomor urut identifikasi dan m:»_.m.m :a_xo proses vo:unaum: barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kolom (2) dengan uraian risiko yang T g ing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi ruang lingkup kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kolom (3) 4 dengan permasalahan risiko S:aosﬁ_xmm. yang berp g: P p masing-masing tujuan yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kolom (4) 5 Diisi dengan faktor vm__(ncmc yang :_o_.._mn_ me f yang ian masing-masing tujuan yang ingin dicapai pada proses pengadaan owian dan jasa yang menjadi lingkup kerja Organisesi Perangkat Daerah
Kolom (5) Diisi dengan nilai 1 berikut ini Kalom (6) } Diisi dengan nilai dampak berikut ini
1. Hampir tidak va:i: terjadi 3__»1: 1. Tidak signifikan (nilai=1)
2. 2.
3. Sering terjadi (nilai=3) 3
4. Hampir pasti terjadi (nilai=4) 4
5. Sangat bardampak (nilai=5)
YAtam (T Parici haeil nadealian rnlnm (5) v ienlom (RY vann aalaniutnya meriinakan nilai status risiko
Kolom (8) B Dari desknpsi status resiko pada lampiran | Bagian ! yaitu  nsiko sangat tinggirisiko tnggurisiko segang/nsiko rendaf
Kolom (8) Berisi rencana pengendalian risiko utama Kalom (10) : Berisi rencana tambahan pengendalian risiko {jika ada)
Kolom (11) Diisi dengan nilai ptobabilitas/kemungkinan (likelihood) risiko tersisa setelah dil ya rencana peng ian risiko dengan skala berikut .
1. Hampir tidak pernah terjadi (nitai=1)
2 Jarang terjadi (nHai=2)
4. Hampir pasti terjadi {(nilai=4)
Kolom (12) k: Diisi dengan nitai dampak risiko tersisa setelah dik ya rencana 9 fian risiko dergan skala sebagai berikut |
1. Tidak signifikan (nilai=1)
2. Dampak rendah (nilar=2)
3. Dampak sedang (nilai=3)
4. Dampak tinggl (nilai=4)
5. Sangat berdampak (nilai=5)
Kolom (13) : Berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya z.cEvu_ﬁa =__p_ status 3&8 tersisa
Kolom (14) g Dari deskripsi aﬂ.c- resiko pada lampiran | Bagian | yaitu : risiko sangat ti i rendah Kolom (15) 5 Berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kolom {16) s Berisi area pengs 1 atas rencana tindak lanjut :m_xo Kofom (17) : Berisi target wakiu terkait pengisian kolom (15) dan kolorm (16)
Kolom (18) Berisi uoaazﬁew capaian B_xma pengisian .6.03 Quy kedom (16), dan kolom (17) Kolom (19) Berisi penjetasan siapa saja para pemikik fisiko
Catatan : Pada xo_._a_m. dimana proses dan proses terpisah secara , maka proses fisiko dapat roenggunakan table pada kolom (1) hingga kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses t 3 jut risiko yang di

secara terpisah maka lembar kerjanya dapat di ikan terpisah dengan kolom (1), kolom(9} hingga kolom (19) dengan pembertakuan kodefikasi nomor risike yang bersifat unik untuk mengenaii dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1)



VI. FORMAT TABEL DAN IDENTIFIKASI RISIKO PADA TINGKAT KELOMPOK KERJA PEMILIHAN/PEJABAT PENGADAAN (MR-04)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT KELOMPOK KERJA PEMILIHAN/PEJABAT PENGADAAN

NO PEWILIK |
URAIAN RISIKO FAKTOR ] RENCANA RENCANA RIS/KO TERSH PERLAKUAN AREA TARGET PROGRESS RISIKO
PROSES TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DESKRIPSI PENGENDALIAN PENGENDALIAN i DESKRIPSI PENGENDALIAN WAKTU
ANCAMAN STATUS RISIKO UTAMA RISIKC TAMBAMHAN KEMUNGIINAN DAMPAK STATUS STATUS TERKAIT
RISIKO (JIKA ADA) RISIKO RISIKO
1 2 3 4 8 9 10 1n 12 13 14 1§ 18 17 18 18
1
-3
Dst
Unsur Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
Nama
NIP
Tembusan :

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah di Labungkari
3. Inspektur Kabupaten Buton Tengah di Labungkari

Keterangan Format MR-04 :
_uo::c_a ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

Kolom (1) U__m dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kefja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kolom (2) :css:,&! ncapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi ruang lingkup ketja Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
Kolom (3) Smzamshet mmnsannion macina.macing hiilan vana inoin dicapal pada proses pengadaan u»a_._u dan jasa yang menjadi lingkup r!_n _uoz- vcis_-iv&num, no:unanw:
Kolom (4) n yang K m.:tm_ﬁr at pencapalan masing-rmasing tujuan yang mgin d capai pada proses pengadaan Larang dan jasa yaog (weijau ook pigai et o ke
Yiglaew (68 Niiei dannan nilai A k il berikut ini Kolom (8) C__-_ dengan nila S::tn» cc:.:: i

| Hampir tidak pernah terjadi ( __NW: 1 Tidak sianifikan (nila=1)

2 2 Dampak rendah (

3. Sering terjadi (nilai=3) 3. Dampak sedang (

4. Hampir pasti terjadi (nilai=4) 4. Dampak tinggi (nil

5 Sangat berdampak (nilai=5)

Kolom (8) Un: aom_:_u! uﬁui iﬂxb uﬂnw lampiran v u:c.t: FYEIW . DI DOIIgaL bt gy 1w g o ais LD DOTG TS randien
Kolom (9) Berisi rencana pengendalian risiko utama Kolom (10) Berisi rencena t@ampanan pengenuaiar 1amy yma ava,
Kolom (11) Diisi dengan nilai probabilitas/kkemungkinan {likelihood) risiko tersisa setelah di k ya rencana p ian risiko dengan skala berikut

1. Hampir tidak pernah terjadi (nilai=1)

2. Jarang terjach (nitai=2)

3. Sering terjadi (nilai=3)

4. Hampir past terjadi (nilai=4)
Kolom (12) Diisi dengan nifai dampak risiko tersisa setelah dilak ya rencana pengs risiko dengan skala sebagai berikut

1. Tidak signifikan (nilai=1)

2. Dampak rendah (nilai=2)

3. Dampak sedang (nilai=3)

4. Dampak tinggl (nitai=4)
Kolom (13) Berisi :um._ perkalian kolom (11) x kolom (12} yang selanjutnya merupakan nilai status nsiko tersiwa
Kolom (14) Dari deskripsi wBEu .ﬁm,ro pada lampiran | Bagian | yaitu : risiko sangat tinggi/risiko tinggi/risiko sedang/risiko rendah Ketemn (15) Bensi perlakuan atas rencana tndak lanjut reso
Kolom (18) Berisi area peng atas rencana tindak lanjut risiko Kotom (17) Berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
Kolom (18) Berisi persentase capaian Haﬁ_. vo:o.m.m: kolom (15), kolom (16), dan kolom (17) Kalom (19) Berisi penjelasan siapa saja para pemilik fisiko

jutkan dengan kolom (19). Pada proses p
suti rekam Jefak risiko pada isian kolom (1)

Catatan  Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindakfanjut difaksanakan terpisah aoom;. aar.x:m: _.:mxm uaomm u-ml:i: risiko dapat renggunakan table pada kol jut risiko yang di

SeCara terpisan MaKa |SIMDal KEjalya Gapeas UIuUnuL G| e pioms - <2 g o {7 (o Aharlakian kadefikac namor risiko vang bersita

tuk mengenali dan menel



VIl. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (MR-05)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT PEJABAT/PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

NO ASESMEN RISIKO i
URAIAN RISIKO FAKTOR RISIKO AWAL/INHERENT RISK RENCANA RENCANA AKUAN AREA TARGET | PROGRESS RISIKO
PROSES TERIDENTIFIKAS! PENYEBAB TTNIA ] N NILA DESKRIPS] |  PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN |  WAKTU
ANCAMAN KEMUNGKINAN DAMPAK STATUS STATUS RISIKO UTAMA RISIKC TAMBAHAN TERKAIT
RISIKO RISIKO (JIKA ADAY
1 2 3 4 5 (] 7 [] 8 10 18 16 17 18 19
1
2.
Dst
Pejabat/Unsur Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Nama
NIP
Tembusan :

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah di Labungkari
3. Inspektur Kabupaten Buton Tengah di Labungkari

Keterangan Format MR-05 :
_no:sc_: ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :

Kolom (1) U_.m. dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pergadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepata bagian pengadaan barang dan jasa

Knlom (M raian rieilbA vana b e inm ..1)‘,)) $hiimm Aan eaearan Aemeae )D)))L)A) hrrmna dan inma mmm mamiadl s ))r T rlv.l U I

Kolom (3 ermasalahan ns «EE berpotensi mengamb: at nm:xmn aian masin g-masing tujuan v:.:c ngin dicapa ,n,I c\cm@a vﬂéuumﬁ baran L. qm Jasa \u:n menjed: |

Kolom (4) ktor penyebab yar kar permasalahan yang mengambat vo:onun_ma masing-masing tujuan yang ingin dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup

ot (o) v i ARSI RE | IREIHH IR ) D IRUL ROIOM (©) LS| Gengan niar aampax e
i Hampi bdak pernah lerjadi (nila=1) 1. Tidak signifikan (nia=1)
2. Jarang terjadi (nilai=2) 2 Dampak rendah (nilai=2)
3. Sering terjadi (nilai=3) 3 Dampak sadang (nitai=3)
4. Hampir pasti terjadi (nilai=4) 4. Dampak tinggi (nilai=4)

mzins B T R e R e e et e

Kolom @ ; On: n@m_:im. m.uns 3m_.6 pada _n:_v:u: | Bagian | yaitu : risiko mn:@n‘ g/ ?acﬁ:_m.xo g/ rendah

Kolom (8) : Berisi rencana eo:on.x_-_ﬁ: :m_xo :5:5 Kolom (10) Berisi rencana tambahar pengendalian risiko (jika ada)

Kolom (11) Diisi dengan nifai p ikeli ) risiko tersisa setelah dils K rencana peng ian risiko dengan skala berikut :

1. Hampir tidak 33.3 terjadi (nitai=1)
2. Jarang terjadi {nitai=2)
3. Sering terjadi (nilai=3)
4. Hampir pasti terjadi (nilai=4)
Kolom (12) Diisi dengan nilai dampak risiko tersisa setelah ditak kannya rencana ian risiko dengan skala sebagai berikut
1. Tidak signifikan {nila~1)
2. Dampak rendah (nilai=2)
3. Dampak sedang (nilai=3)
A Pamnab Himmmd fnilai-m
2. Sangat berdampak (nilai=5)
Kolom (13) wo:w_ hasil perkaliar kolom (11) x kolom (12) yang sefanjutnya merupakan nitai ogc:n.wo tersisa

Kolom (14) Dari deskripsi status resiko pada lampiran | Bagian | yaitu : nisiko sangat tinggi/ g ig/risiko rendah Kotom {15) Beris! pertakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kolom (16) Berisi area peng atas rencana tindak lanjut risko Kolom (17) Berisi target wakiu terkait pengisian kofom (15} dan kolom (16)
xo_oz.. 39 WE_Q cm-musnuao onun_ua 3}@1 _x»:a_w.w: _5.03 33 roGE (16), dan kolom (17} Kolom (19) Berisi 31&8: siapa =aja para pemifik :a.xo

secara E.v.aw: maka lembar kerjanya dapat n&bx::..m:ﬂm..ﬁ: 36503 dengan kolom (1), kolom(8) hingga kolom (19) dengan pemberiakuan kodefikasi nomor fisiko yang bersifat unik untuk Sn:na:ua dan menelusuri rekam _&ﬁr rigiko vonw isian kolom 3,



Vill. CONTOH PEMISAHAN FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO YANG PROSES IDENTIFIKASI TERPISAH DENGAN

PENYUSUNAN DOKUMEN TINDAK LANJUT RISIKO (MR0O1-A DAN MRO01-B)

Pada format MR-01 sampai MR-05 terdapat catatan yang menjelaskan dimana pada kondisi proses assesmen dan proses tindak lanjut
dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan table pada kolom (1) hingga kolom (8) dan
dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat
didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat
unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1). Khusus untuk MR-02 dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut : proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada kolom (1) hingga kolom (10) dan dilanjutkan dengan kolom (16).
Proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan
kolom (1), kolom (11) hingga kolom (16) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusuri
rekam jejak risiko pada isian kolom (1). Contoh format tabel dimaksud adalah sebagai berikut :

HASIL IDENTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT (BPBJ/OPD/POKJA/PP/Pj/PPHP) FORMAT (MR01-A)

S —

PEMILIK
RISIKO

NO

URAIAN [ RISIKO FAKTOR Sy
PROSES TERIDENTIFIKAS! PENYEEAB NILAI NILAI NILAI DESKRIFSH
ANCAMAN KEMUNGKINAN DAMPAK STATUS STATUS

RISIKO. RISIKID.
7 8 []

1 2 3 4 5 B

L Dst | . A S ST . M s =SS e Sl

HASIL ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT (BPBJ/OPD/POKJA/PP/Pj/PPHP) FORMAT (MR01-B)

T FEwK |

_zo~

et s speresers INDAK LANJUT RISIKQ
RISIKO UTAMA RISIKO TAMBAHAN | KEMUNGKINAN | DAMPAK | sTATUS | ~STATUS TERKAIT
(JIKA ADA) RISIKO RISIKO
i 2 3 ) g 6 7

Dst

FORMAT TABEL MONITORING PELAKSANAAN PENGENDALIAN RISIKO BERBASIS PERKEMBANGAN (PROGRESS) STATUS
(MR01-C)

Format tabel monitoring pelaksanaan pengendalian risiko berbasis perkembangan (progress) dapat disesuaikan menyesuaikan lingkup
turunan dari format MR-01, MR-02, MR-03, MR-04, MR-05, MR01-A, MR01-B dan pengembangan format yang masih relevan lainnya.

SUMBER DAYA

RENCANA PENANGGUNG TARGET
NO | PENGENDALIAN JAWAB KEBUTUHAN | KEBUTUHAN | KEBUTUHAN | KEBUTUHAN WAKTU STATUS | KETERANGAN
RISIKO (PERSON IN DOKUMEN | PERANGKAT | ANGGARAN | PERSONIL
CHARGE)
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X. TABEL BANTU KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT RISIKO (MR01-D)

Xl

NO

PERMASALAHAN YANG

TAHAPAN | = 5 HADAPIRISIKO

PENYEBAB

KONSEKUENSI

TINDAKAN-TINDAKAN
YANG DIAMBIL SAAT
KEJADIAN

TINDAKAN-TINDAKAN

PREVENTIF AGAR KEJADIAN
YANG SAMA BERPOTENSI
TIDAK TERULANG KEMBALI

1

2

dst

TABEL BANTU KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO DAN PERUMUSAN REKOMENDASI (MRO01-E)

NO

PERMASALAHAN YANG

TAHAPAN DIHADAPI/RISIKO

PENGENDALIAN
(CONTROLS)

PENGUJIAN
(TESTS)

OPINI

REKOMENDASI

\_

2

dst

,}ﬂwré}ui.fe. ren i RS R

BUPATI BUTON TENGAs.

S

UDDIN




